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BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
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Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Wirus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

9. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
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25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran

Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ;.»bmmoﬁm
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun

2017 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan

keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

®moe o o
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a.
b.
C

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
Pendapatan Rp859.355.967.222,78
Belanja Rp680.814.784.261,00
Transfer Rp105.248.412.700,00
Surplus/defisit Rp 73.292.770.261,78
Pembiayaan
1. Penerimaan Rp128.782.560.300,80
2. Pengeluaran Rp 5.826.616.992.00
Pembiayaan Netto Rp122.955.943.308.80
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp196.248.713.570,58

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.

b.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp48.656.545.404,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan Rp810.699.421.818,00
2. Realisasi Rp859.355.967.222,78

Selisih lebih /(kurang) (Rp48.656.545.404,78)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp85.927.138.142,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja Rp766.741.922.403,00

2. Realisasi Rp680.814.784.261.00
Selisih lebih /(kurang) Rp85.927.138.142,00
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c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp300,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp105.248.413.000,00

2. Realisasi Rp105.248.412.700.00
Selisih lebih /{kurang) Rp 300,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp134.583.683.846,78) dengan rincian sebagai berikut:
(Rp 61.290.913.585,00)

Rp 73.292.770.261.78
Selisih lebih/(kurang) (Rp134.583.683.846,78)

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp61.665.029.723,80) dengan rincian sebagai
berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp67.117.530.577,00
2. Realsasi Rp128.782.560.300.8
Selisih lebih /(kurang) (Rp61.665.029.723,80)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Rp5.826.616.992,00

1. Anggaran Transfer

1. Surplus/Defisit

2 Realisasi

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Rp5.826.616.992.00

2. Realisasi
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp61.665.029.723,80) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan netto Rp61.290.913.585,00
2. Realisasi Rp122.955.943.308.80

Selisih lebih/(kurang) (Rp61.665.029.723,80)
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Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2022 sebagai

berikut:
Rp128.782.560.300,80

Rp196.248.713.570,58

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp128,782.560.300,80
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp196.248.713.570,58
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e. Lain-Lain Rp 0,00
i

Saldo anggaran lebih akhir
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Rp2.059.312.894.955,88

Rp  4.801.173.890,00
Rp2.054.511.721.065,88

a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Rp824.642.485.480,34

Rp725.920.084.599,13
Rp98.722.400.881,21
(Rp 11.565.797.723,00)

Pendapatan-LO

Beban-L.O

Surplus/defisit dari Kegiatan Operasi-LO
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

s P
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(R 535.212.4 0
Rp 86.621.390.758,21

Surplus/defisit dari Pos Luar Biasa-LO
Surplus/defisit-LO

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2022 sebagai berikut:

a.

b.
.
d.
e.
i

Rp128.786.443.117,80
Rp247.929.712.799,78
(Rp180.136.942.538,00)
Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 326.616.992,00)
(Rp 3.882.817,00)
Rp196.248.713.570,58

Saldo kas awal per 1 Januari 2022
Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas transitoris
Saldo kas akhir per 31 Desember 2022

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagai berikut:

a.

b
6.
d

Rp1.960.148.988.306,70

Surplus/defisit-LO Rp 86.621.390.758,21

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp 7.741.342.000,97
Rp2.054.511.721.065,88

Ekuitas awal

Ekuitas akhir
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Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. Lampiran |
Lampiran [.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

=

Lampiran I
Lampiran III

Ao

Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

rfem - @

Lampiran VIII
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Laporan realisasi anggaran terdiri atas:

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

: Ringkasan APBD vyang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan

dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Laporan operasional,;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca,;

Laporan arus kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;




58" o8 g oo

o

Lampiran [X
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII :
: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1 :
Lampiran XX.2 :
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. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

. Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
. Datftar rekapitulasi aset tetap;

: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya;

. Daftar dana cadangan daerah;

: Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

: Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.
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Pasal 12
Bupati Wakatobi menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
= TR : SE— Ditetapkan di Wangi-Wangi

= A # pada tanggal 30 -¥ - 2023
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Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 - - 2023

Pj. SEKRETARIS Ugwm@u}ﬂmz WAKATOBI,

ABDUL RAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 37
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